BAB VI
KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di dalam bab sebelumnya,

maka pada bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari topik

mengenai Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang

Menjadi Korban Perdagangan Orang dalam Lingkup ASEAN.

1.

Perubahan perspektif dari negara dalam memandang pekerja migran
ilegal sebagai korban, dan bukan sebagai pelanggar hukum merupakan
sesuatu yang penting, karena keberadaan perspektif tersebut,
mempengaruhi perlakuan negara terhadap pekerja migran ilegal. Dalam
tulisan ini, penulis secara khusus membahas mengenai keberadaan

perspektif tersebut, di Indonesia dan Malaysia.

Dalam hukum Malaysia yang mengatur tentang perdagangan orang,
yaitu ATIPSOM Act, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang
prosedur identifikasi untuk menentukan apakah seorang yang masuk
secara ilegal merupakan korban perdagangan orang atau bukan. Tidak
ditemukannya ketentuan mengenai prosedur identifikasi bagi korban
perdagangan orang di dalam ATIPSOM Act, menunjukkan bahwa
Malaysia menganut perspektif yang memandang pekerja migran ilegal

sebagai pelanggar hukum dan bukan sebagai korban.

Lebih lanjut, perspektif tersebut juga tercermin dalam perlakuan
Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia ilegal yang merupakan
korban perdagangan orang, di mana mereka langsung ditempatkan di
rumah tahanan, dan mendapatkan perlakuan yang kurang memadai.
Berbeda halnya dengan Malaysia, di mana Indonesia menganut
perspektif yang memandang pekerja migran ilegal sebagai korban, dan
hal tersebut tercermin dalam Bagian Lampiran BAB III Peraturan
Menteri PPPA Nomor 22 Tahun 2010 yang mengatur tentang prosedur

identifikasi bagi korban perdagangan orang dan perlakuan dari pihak
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kepolisian yang memulangkan pekerja migran Indonesia ilegal ke

daerah asalnya.

Dengan dianutnya perspektif yang memandang pekerja migran ilegal
sebagai korban, maka pekerja migran ilegal akan terhindar dari
perlakuan yang tidak layak, karena mereka akan memperoleh
perlindungan dan dapat menikmati hak-hak sebagai korban
sebagaimana yang tertuang di dalam ACTIP dan Protokol Palermo.
Setelah memperhatikan perlakuan yang diberikan oleh pemerintah
Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Indonesia terhadap pekerja migran
Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang, maka dapat
disimpulkan bahwa perubahan perspektif negara dari memandang
pekerja migran ilegal sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggar
hukum, menjadi perspektif yang memandang pekerja migran ilegal
sebagai korban merupakan sesuatu yang penting, karena perubahan
tersebut, dapat memberikan perlakuan dan jaminan perlindungan yang
lebih memadai bagi pekerja migran ilegal yang merupakan korban

perdagangan orang.

. Penentuan status atau identifikasi terhadap pekerja migran Indonesia
ilegal merupakan sesuatu yang penting dalam rangka memberikan
perlindungan yang layak kepada pekerja migran Indonesia ilegal. Hal
ini disebabkan karena prosedur identifikasi akan menentukan akibat
hukum yang diterima oleh pekerja migran ilegal, di mana apabila
dinyatakan sebagai korban, maka pekerja migran akan menerima hak-
haknya sebagai korban, seperti dipulangkan kembali ke daerah asalnya.
Sedangkan, apabila dinyatakan sebagai pelanggar hukum, maka mereka
akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di

negara yang bersangkutan.

Dalam hukum nasional Indonesia, prosedur identifikasi dilakukan

dengan mewawancarai orang yang diduga merupakan korban
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perdagangan orang, dan didasarkan pada pendekatan yang memandang
pekerja migran ilegal sebagai korban. Dengan adanya prosedur
identifikasi dengan pendekatan tersebut, maka orang yang diduga
merupakan korban akan menerima perlakuan yang memadai, seperti
dijaga kerahasiaan identitasnya, dan diberikan kenyamanan selama
proses wawancara. Perlu diketahui, bahwa keberadaan prosedur
identifikasi dengan pendekatan yang memandang sebagai korban
tersebut, ditujukan untuk mencegah agar jangan sampai orang yang
sebenarnya merupakan korban perdagangan orang, harus menderita

akibat perlakuan yang tidak layak selama prosedur identifikasi.

Berbeda halnya dengan Malaysia, di mana Malaysia memiliki prosedur
identifikasi dengan pendekatan yang berbeda dengan Indonesia.
Perbedaan tersebut, tampak dalam tindakan kepolisian Malaysia yang
langsung menempatkan pekerja migran Indonesia ilegal di dalam
rumah tahanan. Dengan memperhatikan tindakan kepolisian Malaysia
tersebut, maka tampak bahwa pendekatan yang digunakan oleh
Malaysia dalam proses identifikasi adalah pendekatan yang
memandang pekerja migran ilegal sebagai pelaku tindak pidana atau

pelanggar hukum, dan bukan sebagai korban.

Keberadaan dari prosedur identifikasi dengan pendekatan yang
memandang pekerja migran ilegal sebagai pelaku tindak pidana, akan
menambah beban penderitaan dari pekerja migran yang merupakan
korban perdagangan orang, karena meskipun pada akhirnya mereka
teridentifikasi sebagai korban, namun mereka sudah terlanjur
mendapatkan perlakuan yang kurang memadai. Lebih lanjut,
bertambahnya penderitaan tersebut, disebabkan karena mereka
sebelumnya telah mendapatkan perlakuan buruk dari majikan, seperti
diberikan upah yang rendah dan dipaksa bekerja hingga larut malam,
kemudian ditambah dengan perlakuan buruk oleh kepolisian Malaysia

selama proses identifikasi.
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Oleh karena itu, dengan memperhatikan uraian mengenai prosedur
identifikasi di dalam kedua negara tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa keberadaan proses identifikasi dengan pendekatan yang
memandang pekerja migran ilegal sebagai korban merupakan sesuatu
yang penting. Dengan adanya pendekatan tersebut, maka pekerja
migran Indonesia ilegal yang merupakan korban perdagangan orang,
tidak harus mengalami penderitaan yang mendalam, karena dari awal
mereka akan langsung menerima perlindungan dan menikmati hak-hak

sebagai korban.

. Dengan memperhatikan kasus dalam bagian sebelumnya, maka tampak
bahwa pemerintah Indonesia dan ASEAN memiliki peran untuk
melakukan perbaikan agar ketentuan di dalam ASEAN Convention
Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children dapat
memberikan perlindungan yang lebih layak bagi pekerja migran
Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan orang. Pertama-
tama, perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia
adalah dengan mengisi kekosongan hukum, melalui pembentukan
peraturan peraturan operasional yang mengatur secara jelas mengenai
pembagian kewenangan di antara penegak hukum, seperti pembagian
kewenangan antara BP2MI dan pihak kepolisian dalam menangani
korban perdagangan orang, khususnya pekerja migran Indonesia ilegal
laki-laki yang menjadi korban perdagangan orang, sehingga terdapat
ukuran yang jelas di seluruh wilayah Indonesia dalam memperlakukan
pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan

orang.
Dengan begitu, maka amanat dari ACTIP yang mendorong negara

untuk menggunakan pendekatan yang memandang sebagai korban,

dapat diterapkan dengan baik, sehingga pada akhirnya pekerja migran
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Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan dapat menerima
perlakuan yang layak.

Selain Indonesia, ASEAN juga perlu melakukan tindakan agar
ketentuan di dalam ACTIP dapat dilaksanakan dengan baik oleh
negara-negara di ASEAN. Tindakan yang dapat dilakukan oleh
ASEAN adalah dengan membuat pedoman mengenai pelaksanaan dari
ketentuan ACTIP bagi negara-negara ASEAN. Pedoman tersebut,
dapat berisi standar minimal dalam memberikan perlindungan bagi
korban perdagangan orang, yang dapat meliputi standar dalam prosedur
identifikasi, standar perlakuan dari penegak hukum kepada korban
perdagangan orang, standar penyediaan fasilitas bagi korban
perdagangan orang, ketentuan mengenai prosedur operasional dalam
memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, hingga
ketentuan mengenai lembaga yang berwenang untuk mengawasi

pelaksanaan dari ketentuan ACTIP.

Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan dari
ketentuan ACTIP, maka korban perdagangan orang, khususnya pekerja
migran Indonesia ilegal, dapat menerima perlakuan yang lebih layak
dari negara-negara ASEAN, yaitu diperlakukan sebagai korban dan
bukan sebagai pelaku tindak pidana.

6.2 Saran

1.

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka tampak bahwa
pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki keinginan untuk
menerapkan perspektif yang memandang pekerja migran ilegal sebagai
korban. Namun, tidak diaturnya kewenangan dari pihak kepolisian
dalam menangani korban perdagangan orang, khususnya pekerja
migran ilegal laki-laki yang menjadi korban perdagangan orang,
menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah
Indonesia perlu melakukan perbaikan dalam hukum nasionalnya.

Perbaikan tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk peraturan
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operasional yang memuat ketentuan mengenai mengatur pembagian
kewenangan dari penegak hukum dalam memberikan perlindungan
bagi korban perdagangan orang, mengatur mengenai prosedur dalam
melaksanakan tindakan tertentu, dan mengatur tentang standar dalam
memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang, khususnya
pekerja migran Indonesia ilegal yang menjadi korban perdagangan
orang. Di samping itu, Indonesia juga perlu melakukan perbaikan
terhadap peraturan Kapolri, agar korban perdagangan orang, baik
perempuan, anak maupun laki-laki, diperlakukan secara sama dan
setara. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka ketentuan mengenai
perlindungan bagi korban perdagangan orang yang diamanatkan oleh

ACTIP, dapat terlaksana dengan baik di Indonesia.

. Pekerja migran Indonesia ilegal dapat menjadi korban perdagangan
orang, akibat adanya bujukan dari agen perekrut, di mana agen perekrut
memanfaatkan keadaan rentan dari pekerja migran, yaitu kemiskinan
dan kurangnya pemahaman mengenai bahaya serta risiko dari migrasi
secara ilegal. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka pemerintah
Indonesia juga perlu melakukan penyuluhan untuk meningkatkan
pemahaman kepada pekerja migran Indonesia, mengenai bahaya dan
risiko dari migrasi secara ilegal, sehingga mereka tidak menjadi korban

perdagangan orang.

. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan penegakan
hukum yang lebih tegas terhadap agen perekrut yang terlibat dalam
kasus perdagangan orang, di mana pemerintah dapat menjatuhkan
sanksi, seperti pencabutan izin usaha terhadap agen perekrut. Dengan
dicabutnya izin usaha, maka agen perekrut tidak lagi dapat merekrut
pekerja migran Indonesia, sehingga jumlah pekerja migran Indonesia

yang menjadi korban perdagangan orang dapat berkurang.

. Selain pemerintah Indonesia, ASEAN juga perlu melakukan tindakan

agar ketentuan dan amanat dari ACTIP dapat diwujudkan dengan baik.

154



Hal ini disebabkan karena pelaksanaan ketentuan dari ACTIP masih

belum efektif di antara negara-negara ASEAN, dan hal tersebut

tercermin di dalam hukum nasional dari salah satu negara ASEAN,
yaitu Malaysia, di mana ketentuan mengenai prosedur tidak ditemukan

di dalam hukum nasionalnya. Dengan memperhatikan kenyataan

tersebut, maka ASEAN perlu melakukan tindakan, berupa membuat

pedoman mengenai pelaksanaan ACTIP. Di dalam pedoman tersebut,
harus memuat hal-hal sebagai berikut:

e tata cara bagi penegak hukum di antara negara-negara ASEAN
dalam memperlakukan korban perdagangan orang;

e arahan dan tata cara kepada negara-negara anggota ASEAN untuk
memastikan pemenuhan ganti rugi kepada korban perdagangan
orang, mengingat pelaksanaan mengenai pemberian ganti rugi,
masih belum terwujud secara baik di antara negara-negara
ASEAN.

e standar penyediaan fasilitas bagi korban perdagangan orang di
antara negara-negara ASEAN; dan

e standar dan tata cara dalam prosedur identifikasi bagi negara-
negara ASEAN, untuk menentukan apakah seseorang benar
merupakan korban perdagangan orang atau bukan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan

bahwa pedoman pelaksanaan ACTIP merupakan sesuatu yang sangat

penting, karena pedoman tersebut dijadikan acuan bagi negara-negara

ASEAN dalam menerapkan ketentuan ACTIP di dalam negaranya,

sehingga korban perdagangan orang dapat menikmati perlakuan yang

memadai.

5. Selain membuat pedoman, ASEAN juga perlu meningkatkan kerja
sama yang efektif dalam rangka memberantas perdagangan orang, yaitu
dengan mendorong seluruh negara anggota ASEAN untuk terlibat
secara aktif dalam kerja sama yang dilaksanakan oleh ASEAN dengan

negara atau organisasi internasional lain. Salah satu kerja sama yang
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telah terjalin adalah ASEAN-Australia Counter Trafficking, di mana
kerja sama tersebut berperan besar dalam menangani perdagangan
orang di wilayah Asia Tenggara. Dengan dilaksanakannya kerja sama,
maka tujuan yang hendak dicapai oleh ASEAN dapat terwujud dengan
baik, sehingga pada akhirnya, perlindungan terhadap korban
perdagangan orang, terutama pekerja migran Indonesia ilegal yang

merupakan korban perdagangan orang dapat memadai.
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